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Abstract 

In the modern world, social media as a means of 

information sharing, communication and interaction is 

increasingly popular and government administrations are 

actively taking advantage the dominance of social media to 

promote public goals. Citizen participation is expected to 

improve the effectiveness and responsiveness of the 

government. This also promotes the creation of public 

accountability. One way to conceptualize and measure 

social media engagement is to map the flow of information 

between government agencies and the public. This 

research aims to identify and map the communication 

structure and involvement of local government with the 

community to improve the public accountability process. 

The data collection method used in this research is content 

analysis with a structured framework. Based on 

observations of 38 Provincial Governments accounts, on 

four social media (Facebook, X/Twitter, Instagram and 

YouTube), the structure of public involvement is still 

dominant in the one-to-many communication model. Local 

Government actively provides one-way information 

without responding to user comments or questions. 
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PENDAHULUAN  

Media sosial memiliki peran penting dalam masyarakat modern (Bonsón et al., 2019). 

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengadopsi media sosial sebagai metode 

untuk berkomunikasi dan terlibat dengan masyarakat (Bonsón et al., 2019). Penggunaan 

media sosial, seperti Facebook, X/Twitter, Youtube, Instagram dan lainnya telah 

menyediakan platform bagi pengguna untuk secara proaktif mengungkapkan dan bertukar 

pendapat, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta mengembangkan jejaring sosial 

mereka (Duan et al., 2023). Perkembangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa platform 

media sosial mampu meningkatkan transparansi, mendorong partisipasi warga dan 
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mendorong kolaborasi antara pemerintah dan administrasi publik serta aktor masyarakat 

lainnya (Criado & Villodre, 2021). 

Keterlibatan media sosial (social media engagement) pemerintah dimulai dengan 

personel yang menciptakan peluang bagi publik untuk mengakses dan mengomentari 

informasi (Wukich, 2022). Mereka memilih dari berbagai strategi, mulai dari penyebaran 

informasi sederhana hingga dialog yang lebih interaktif (Mergel, 2013; Wukich, 2022). 

Beberapa penulis telah menunjukkan pentingnya penelitian masa depan yang berfokus pada 

aspek kualitatif dari apa yang entitas lokal lakukan pada media sosial untuk menilai dampak 

nyata media sosial pada hubungan pemerintah-ke-warga negara (Bonsón et al., 2012, 2019). 

Duan et al. (2023) menjelaskan bahwa memasukkan data informasi media sosial, ke 

dalam sistem informasi akuntansi pemerintah adalah cara mempertimbangkan preferensi 

warga negara dan pandangan mereka tentang isu-isu publik, yang membantu pembuat 

keputusan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik yang penting bagi 

warga, menentukan bagaimana layanan publik harus dikelola, diukur, dan dilaporkan. 

Mengumpulkan dan menganalisis informasi media sosial adalah cara langsung dan efisien 

untuk mendapatkan umpan balik tepat waktu dari warga dan berinteraksi secara proaktif 

dengan publik (Duan et al., 2023). Sistem informasi akuntansi pemerintah dapat 

menggabungkan langkah-langkah ini dan menghubungkannya dengan angka biaya yang 

memungkinkan pemahaman tentang efisiensi dan efektivitas operasi (Duan et al., 2023). 

Media sosial dan aplikasi web interaktif lainnya telah menciptakan sarana komunikasi 

dan organisasi yang berbiaya rendah dan dapat diakses yang telah menyamakan kedudukan 

antara pemerintah dan warga negara (Vanhommerig & Karré, 2014). Ini juga mempengaruhi 

bagaimana yang warga negara meminta pertanggungjawaban pemerintah: setiap orang 

sekarang memiliki sarana untuk mengatur dan menyebarkan pesan dan untuk bertindak 

sebagai apa yang dapat digambarkan sebagai ‘auditor’ (Vanhommerig & Karré, 2014). Aplikasi 

internet interaktif memiliki potensi untuk memberikan warga peran yang lebih aktif dalam 

proses akuntabilitas. 

Penelitian terkait keterlibatan masyarakat dalam media sosial pemerintah daerah dalam 

rangka meningkatkan akuntabilitas publik belum banyak dilakukan terutama dalam konteks 

studi kasus di pemerintah daerah di Indonesia. Studi ini berusaha untuk memetakan struktur 

keterlibatan media sosial pemerintah daerah dengan mengadopsi kerangka dari (Mergel, 

2013) dan Wukich (2022). Wukich (2022) mengusulkan suatu kerangka kerja untuk 

memperhitungkan persimpangan antara struktur dan konten dan, dengan demikian, 

mencirikan pilihan keterlibatan secara lebih efektif. Wukich (2022) menjelaskan kerangka 

struktur-konten memberikan panduan yang berguna bagi peneliti dan praktisi untuk 

mengkarakterisasi sejauh mana interaksi pemerintah dan masyarakat serta beberapa tujuan 

mendasar yang menonjol. 

Untuk mendapatkan perhatian masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka, 

strategi yang baik mungkin adalah memahami konten dan jenis media apa yang paling 

menarik bagi mereka (Bonsón et al., 2015). Konten dan jenis media tertentu mungkin lebih 

menarik daripada jenis yang lain. Oleh karena itu, mengidentifikasi konten dan jenis media 

tersebut, serta menyusun rencana komprehensif tentang cara mempertahankan percakapan 

yang lancar dengan warga, menangani keluhan, saran, dan kebutuhan mereka, akan 

meningkatkan kualitas layanan publik yang ditawarkan (Bonsón et al., 2019). Setelah strategi 

dan tujuan diidentifikasi, pedoman harus ditetapkan untuk memberikan manajemen alat 

operasi untuk menjalankan komunikasi di media sosial. Jika dilakukan dengan benar, ini 

adalah strategi yang saling menguntungkan yang kedua belah pihak, pemerintah dan 

masyarakat, mendapatkan keuntungan. Hasil penelitian Budi et al. (2020) menunjukkan 

bahwa institusi pemerintah di Indonesia telah menggunakan fitur Web 2.0 dan media sosial, 
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walaupun tingkat penggunaan belum merata. Berdasar pada rumusan masalah tersebut, studi 

ini berusaha untuk menjawab pertanyaan berikut: “Bagaimana pemerintah daerah 

menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi untuk terlibat dengan masyarakatnya 

dalam proses akuntabilitas publik?” Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan gambaran 

umum tentang bagaimana pemerintah daerah menggunakan media sosial untuk berinteraksi 

dengan warganya melalui pemetaan pola komunikasi dan keterlibatan dengan masyarakat. 

Bonsón et al. (2017) berpendapat bahwa kehadiran sederhana di media sosial tidaklah 

cukup. Untuk memaksimalkan manfaat dari fenomena ini, pemerintah daerah harus secara 

jelas mendefinisikan strategi komunikasi daring mereka dan mendorong komunikasi dua arah 

antara pemerintah daerah dan warga untuk meningkatkan keterlibatan warga (Bonsón et al., 

2019). Mergel (2017) menyatakan bahwa penting untuk membedakan berbagai jenis cara 

komunikasi yang dipilih oleh berbagai jenis organisasi pemerintah. Studi ini menjadi studi 

awal untuk mengidentifikasi struktur dan konten penggunaan media sosial oleh pemerintah 

daerah, dan kemudian merumuskan pola komunikasi yang efektif dalam rangka 

meningkatkan akuntabilitas publik.  

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dengan 

memperkaya literatur, yang kurang mengidentifikasi studi empiris serupa yang dilakukan di 

negara-negara berkembang. Temuan-temuan ini juga secara praktis akan membantu lembaga-

lembaga pemerintah di Indonesia dan konteks serupa dengan memanfaatkan potensi media 

sosial untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah dan warga negara. 

 

 

REVIU LITERATUR 

Teori Institusional (Institutional Theory) 

Teori institusional (Institutional Theory) dikembangkan oleh Dimaggio & Powell 

(1983). Teori institusional atau teori kelembagaan dasar pikirannya adalah terbentuknya 

organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya 

institusionalisasi. Altayar (2018) menjelaskan bahwa karena organisasi dan lembaga memiliki 

hubungan dan kaitan langsung dengan lingkungan yang lebih luas, mereka cenderung 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, proses, dan kekuatan kelembagaan. Eksistensi organisasi 

terjadi pada cakupan organisasional yang luas di mana setiap organisasi saling mempengaruhi 

bentuk organisasi lainnya lewat proses adopsi atau institusionalisasi (pelembagaan). 

Teori kelembagaan menyediakan kerangka kerja yang luas untuk memahami 

akuntabilitas pemerintah daerah di media sosial dengan berfokus pada tekanan dan norma 

eksternal yang membentuk perilaku. Berikut ini merupakan penjabaran teori kelembagaan 

untuk menjelaskan akuntabilitas pemerintah daerah di media sosial berdasarkan tiga kekuatan 

yang diidentifikasi oleh Dimaggio & Powell (1983) yaitu tekanan koersif, mimetik, dan 

normatif. 

a. Koersif: Pemerintah daerah dipengaruhi oleh tekanan eksternal untuk mengadopsi 

praktik yang transparan dan akuntabel karena harapan publik, kerangka hukum, dan 

norma sosial. Media sosial berfungsi sebagai platform yang memperkuat harapan ini, 

sehingga penting bagi pemerintah untuk menjaga transparansi dan menanggapi 

pengawasan publik. 

b. Mimetik: Pemerintah daerah dapat mengadopsi praktik akuntabilitas dan transparansi 

yang serupa di media sosial saat mereka mengamati pemerintah lain melakukannya. 

Isomorfisme mimetik ini dapat menyebabkan penyebaran penggunaan media sosial 

untuk tujuan akuntabilitas karena pemerintah meniru strategi sukses yang digunakan oleh 

pemerintah lainnya. 
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c. Normatif: Keterlibatan media sosial sering kali didorong oleh kebutuhan untuk tampak 

sah bagi konstituen. Pemerintah menggunakan platform seperti X/Twitter, Facebook, 

atau Instagram untuk mengomunikasikan keputusan, mengumpulkan umpan balik, dan 

menunjukkan respons terhadap masalah publik, yang pada gilirannya membangun 

legitimasi dan kepercayaan. 

 

Media Sosial Untuk Administrasi Publik 

Yuan et al. (2023) mendefinisikan media sosial sebagai kumpulan aktivitas yang 

mencakup interaksi sosial, pembuatan konten, dan integrasi teknologi komunikasi informasi. 

Tang et al. (2021) mendefinisikan media sosial pemerintah sebagai profil media sosial yang 

dibuat dan dioperasikan oleh entitas pemerintah. Media sosial pemerintah telah muncul 

sebagai alat yang efektif bagi pemerintah untuk membangun dan memelihara hubungan 

dengan warganya dengan menawarkan platform untuk bertukar informasi dan meningkatkan 

transparansi pemerintah (Khan et al., 2021). Namun, Medaglia & Zhu (2017) mengemukakan 

pandangan yang berbeda, mereka menggambarkan bahwa penggunaan media sosial 

pemerintah masih terbatas pada penyediaan informasi satu arah daripada saluran interaksi 

warga dua arah. Terlepas dari perdebatan efektivitas media sosial pemerintah untuk 

komunikasi dua arah, para peneliti umumnya percaya bahwa media sosial pemerintah 

diperlukan untuk penyediaan informasi (Medaglia & Zhu, 2017). 

Entitas pemerintah mengadopsi saluran media sosial terutama karena tiga alasan: 

mengumpulkan pendapat publik, mencari kerja sama warga terhadap inisiatif dan kebijakan, 

dan memberi tahu warga tentang proses pemerintahan yang sedang berlangsung dan 

keputusan pemerintah (Mergel, 2013). Bonsón et al. (2019) menjelaskan tergantung pada 

konteks budaya, orang dan pemerintah di berbagai negara mengadopsi media sosial secara 

berbeda. Pemerintah Barat memahami bahwa media sosial menawarkan sarana penting untuk 

memulihkan kepercayaan pada pemerintah dan memastikan bahwa layanan menanggapi 

kebutuhan dan aspirasi warga negara, sementara pemerintah timur mengadopsi dan 

menggunakannya terutama untuk promosi diri dan pemasaran politik alih-alih transparan, 

layanan publik partisipatif dan berorientasi warga (Bonsón et al., 2019). 

Facebook dan Twitter adalah media sosial yang optimal untuk berfungsi sebagai forum 

diskusi lokal baru; platform ini dapat menjadi saluran baru bagi pemerintah daerah untuk 

mengirim pesan terkait layanan lokal kepada warganya atau dapat berfungsi sebagai platform 

pertukaran informasi atau alat untuk mendapatkan umpan balik dari warga (Bonsón et al., 

2019). Dipercaya bahwa penggunaan media sosial yang tepat dan strategis dapat 

meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di tingkat 

masyarakat (Linders, 2012; Yuan et al., 2023). Mengingat sifat interaktif media sosial adalah 

interaktif dan memfasilitasi komunikasi dua arah, kehadiran pemerintah di media sosial 

sangat penting bagi entitas pemerintah untuk menjangkau warga secara efektif (Gao & Lee, 

2017; Houston et al., 2016; Yuan et al., 2023). 

 

Kerangka Struktur Media Sosial  

Salah satu cara untuk mengonsep dan mengukur keterlibatan media sosial adalah 

dengan memetakan arus informasi antara lembaga pemerintah dan publik (Wukich, 2022). 

Wukich (2022) mengadaptasi struktur model mode komunikasi Mergel (2013) yang telah 

lama digunakan untuk mengkarakterisasi aliran informasi dan menjelaskan bagaimana pihak 

pemerintah menggunakan informasi tersebut. Hasil observasi Mergel (2017) menunjukkan 

bahwa mode komunikasi media sosial berbeda-beda berdasarkan jenis organisasi pemerintah, 

tujuan strategis dan operasionalnya, serta hasil yang diharapkan dari penggunaan media sosial. 

Konsep mode komunikasi media sosial termasuk strategi komunikasi satu-ke-banyak (one-to-
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many), satu-ke-satu (one-to-one), dan banyak-ke-banyak (many-to-many) (Mergel, 2013, 

2017). 

Pada mode pertama (one-to-many information sharing), pejabat pemerintah (a) 

memilih informasi yang dianggap penting, (b) mengembangkan pesan terkait, dan (c) 

menyebarluaskannya ke publik. Mereka tidak mengundang masukan publik atau terlibat 

dalam dialog. Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa studi kasus, pihak berwenang 

mengandalkan pesan one-to-many sebagai strategi komunikasi utama (Mergel, 2017). Mode 

komunikasi kedua (one-to-one interactions) terjadi ketika pegawai pemerintah secara 

individual menanggapi masukan publik (Mergel, 2017). Interaksi satu lawan satu juga terjadi 

ketika pejabat mengundang dan menerima umpan balik individu dari publik. Ketika pejabat 

memantau media sosial dan berpartisipasi dalam percakapan yang lebih besar, mereka terlibat 

dalam mode komunikasi ketiga, interaksi many-to-many (Mergel, 2017). 

Penelitian Wukich (2022) mengusulkan suatu kerangka kerja untuk memperhitungkan 

persimpangan antara struktur dan konten (structure-content) dan, dengan demikian, 

mencirikan pilihan keterlibatan (engagement) secara lebih efektif. Temuan menunjukkan 

perbedaan kualitatif antara beragam model keterlibatan. Pemerintah kota memprioritaskan 

berbagai kategori konten, dan masukan publik, selanjutnya mengarahkan pejabat untuk 

menyesuaikan konten mereka dan membahas topik baru selama insiden tersebut baik melalui 

balasan langsung ke individu atau postingan yang lebih umum yang ditujukan untuk audiens 

yang lebih besar. 

 

Akuntabilitas Publik 

Akuntabilitas sering dilihat sebagai prasyarat penting untuk pemerintahan yang adil dan 

merata (Vanhommerig & Karré, 2014). Bovens et al. (2008) mendefinisikan akuntabilitas 

sebagai hubungan sosial di mana seorang aktor merasa berkewajiban untuk menjelaskan dan 

membenarkan tindakannya kepada orang penting lainnya. Di sektor publik, aktor yang 

dimintai pertanggungjawaban umumnya adalah pemerintah atau salah satu organisasinya, 

dengan masyarakat sebagai forum pertanggungjawaban (Vanhommerig & Karré, 2014).  

Dalam bentuknya yang paling tradisional, akuntabilitas merupakan proses vertikal dan 

mengikuti garis kontrol hierarkis. Lapisan bawahan pemerintah atau organisasi pemerintah 

memberikan pertanggungjawaban kepada prinsipal secara berkala, misalnya, setiap tahun. 

Akuntabilitas tradisional membutuhkan organisasi publik untuk memberikan 

pertanggungjawaban, secara siklis dan secara transparan, apakah mereka memenuhi seluruh 

aturan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas vertikal dilengkapi dengan bentuk akuntabilitas 

diagonal dan horizontal. Akuntabilitas diagonal mengacu pada peran yang dimainkan oleh 

Ombudsman, auditor dan inspektur independen yang melapor langsung atau tidak langsung 

kepada parlemen atau menteri tetapi tidak memiliki hubungan hierarkis langsung dengan 

manajer publik yang mereka pertanggungjawabkan (Bovens et al., 2008). Di sini, peran 

warga negara dalam hal akuntabilitas terbatas. Meskipun akuntabilitas horizontal 

meningkatkan kemungkinan interaksi pemerintah-warga negara, hal ini umumnya hanya 

terjadi pada interval tertentu dan cenderung cukup sepihak. Pemerintah meminta masukan 

dari masyarakat atas proposalnya dan memberi tahu mereka tentang kinerjanya. Tetapi tidak 

ada kemungkinan bagi warga negara untuk secara proaktif meminta pertanggungjawaban 

pemerintah. 

Vanhommerig & Karré (2014) berargumen bahwa perubahan besar dalam teknologi dan 

informasi berdampak pada bagaimana warga meminta pertanggungjawaban pemerintah. 

Kontrol atas informasi, yang sebelumnya kuat di tangan pemerintah, telah bergeser. 

Perpindahan produksi data ke bentuk digital telah membawa pergeseran dari bentuk 

akuntabilitas vertikal, monodirectional, dan berfokus pada pemerintah ke bentuk 
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akuntabilitas yang lebih horizontal, terdesentralisasi, pluralistik, dihasilkan oleh pengguna, 

multimodal dan dialogis (Agostino et al., 2022). Perubahan ini juga mengakibatkan warga 

menjadi aktif terlibat dalam produksi dan generasi konten mereka sendiri. Ini berpotensi 

menjanjikan mereka tingkat pemberdayaan yang lebih besar, termasuk suara dan pengguna 

yang terpinggirkan, dengan memberi mereka akses yang lebih mudah ke layanan dan 

informasi (Agostino et al., 2022). Warga negara tidak hanya penerima informasi akuntabilitas 

tetapi dapat menggunakan kembali data dan dalam beberapa kasus bahkan telah menjadi 

produsen data. Agostino et al. (2022) menjabarkan digitalisasi memiliki implikasi penting 

untuk akuntansi dan akuntabilitas dalam tiga bidang utama: produksi data dan informasi, 

konsumsi data tersebut, dan pengaruhnya. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Bagian ini menjelaskan tentang pemilihan dan pengumpulan data, populasi dan sampel 

penelitian, pengukuran dan operasionalisasi variabel penelitian, dan metode analisis data. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis konten. 

Analisis konten (content analysis) didefinisikan sebagai metode penelitian multiguna untuk 

menyelidiki spektrum masalah yang luas dengan secara sistematis dan obyektif 

mengidentifikasi karakteristik khusus dari pesan (Holsti, 1969 dalam (Bonsón et al., 2019)). 

Metode ini berguna untuk sampel besar, karena analisis ini membandingkan konten dengan 

cara yang sistematis, kompleks, dan objektif (Bonsón et al., 2019). Studi ini menggunakan 

analisis konten dengan meninjau akun media sosial pemerintah daerah. Tujuannya adalah 

untuk mengungkapkan sejauh mana media sosial digunakan (Al-Aufi et al., 2017). 

 

Pengumpulan Data 

Akun sosial media (X/Twitter, Instagram, Facebook, Youtube) masing-masing 

pemerintah daerah dikumpulkan dengan mengikuti tautan di situs web resmi pemerintah 

daerah atau dengan mencari platform media sosial untuk mengidentifikasi akun pemerintah 

daerah yang terverifikasi. Akun pemerintah daerah yang dicari yaitu total 38 Pemerintah 

Provinsi yang ada di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan selama bulan Maret hingga 

April 2024. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis data media sosial dari Twitter, 

Facebook, Instagram dan YouTube karena ketiganya merupakan situs media sosial yang 

paling banyak digunakan dan dikunjungi masyarakat Indonesia (Budi et al., 2020). 

Data mencakup teks dari (a) postingan di akun Pemerintah Provinsi, (b) komentar 

pengguna, dan (c) balasan pemerintah untuk komentar tersebut. Oleh karena itu, masing-

masing mode komunikasi (Mergel, 2013) akan diidentifikasi: one-to-many (melalui posting 

asli) dan one-to-one dan many-to-many (melalui komentar dan balasan selanjutnya). 

 

Analisis Data 

Tujuan studi ini adalah untuk mengeksplorasi struktur komunikasi yang mendasari 

pertukaran informasi pemerintah daerah dengan masyarakat. Oleh karena itu, analisis konten 

difokuskan pada pesan asli yang merupakan mode komunikasi one-to-many serta komentar 

dan balasan langsung yang merupakan interaksi one-to-one. Pesan yang juga diperiksa adalah 

pesan pemerintah yang menandakan interaksi many-to-many seperti manajemen rumor. 

Peneliti menggunakan kode untuk menetapkan interaksi pemerintah. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 menunjukkan gambaran umum unit analisis. Peneliti menelusuri empat media 

sosial, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dari 38 Pemerintah Provinsi di 

Indonesia. Observasi dari akun media sosial Pemerintah Provinsi menunjukkan bahwa 

Instagram merupakan platform yang paling banyak digunakan, diikuti Facebook, X/Twitter 

dan terakhir Youtube. Untuk media Facebook, sebesar 27 unit memiliki akun (71,1%). Untuk 

media Twitter, sebesar 25 unit memiliki akun (65,8%). Untuk media Instagram, sebanyak 28 

unit memiliki akun (73,7%). Terakhir, untuk media Youtube, sebesar 19 unit telah memiliki 

akun (50%). 

Tabel 1  

Gambaran Umum Unit Analisis 

Media Sosial 
Yang Memiliki Akun Yang tidak Memiliki Akun 

Total (%) 
N % N % 

Facebook 27 71.1 11 28.9 100 

Twitter 25 65.8 13 34.2 100 

Instagram 28 73.7 10 26.3 100 

Youtube 19 50.0 19 50.0 100 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi struktur keterlibatan di media 

sosial pemerintah daerah di Indonesia dengan mengidentifikasi mode komunikasi 

berdasarkan kategori dari Mergel (2017), yaitu one-to-many; one-to-one, dan many-to-many. 

Peneliti menelusuri jejak postingan dari administrator media sosial pemerintah daerah, 

komentar dari masyarakat atau pengguna, serta balasan administrator terhadap komentar 

tersebut. Tabel 2 menunjukkan sebaran model komunikasi yang diidentifikasi berdasarkan 

struktur tersebut. 

Mode one-to-many ditunjukkan dengan informasi satu arah yang diberikan oleh 

pemerintah tanpa aksi atau permintaan masukan dari publik. Seluruh pemerintah provinsi 

yang memiliki akun (100%) di empat media sosial telah menunjukkan pola berbagi informasi 

kepada publik dengan berbagai jenis konten. Variasi konten yang paling sering muncul yaitu 

berkaitan dengan informasi acara, himbauan umum, pengetahuan umum dan edukasi, serta 

laporan keuangan dan laporan kinerja.  

Mode one-to-one dicirikan dengan interaksi langsung antara warga negara individu dan 

organisasi pemerintah (Mergel, 2017). Dalam struktur model ini, pemerintah menanggapi 

secara langsung komentar, pertanyaan, ataupun permintaan informasi dari individu. Hasil 

observasi menunjukkan tidak ada administrator media sosial pemerintah yang memberikan 

tanggapan atau jawaban atas komentar atau pertanyaan dari individu.  

Mode ketiga yaitu interaksi many-to-many yang mana pemerintah dan publik terlibat 

dalam diskusi yang lebih luas. Mergel (2017) menjelaskan bahwa pemerintah melihat dirinya 

sebagai bagian dari jaringan sejawat dan mengakui bahwa banyak aktor berbeda dalam 

jaringan tersebut memiliki informasi berharga untuk disumbangkan. Temuan menunjukkan 

bahwa pemerintah daerah tidak membuka diskusi yang lebih luas di platform Facebook dan 

Twitter. Di sisi lain, hasil menunjukkan 2 akun pemerintah daerah (7,1%) membuka diskusi 

di media Instagram, dan 4 akun pemerintah daerah (21,1%) membuka diskusi dengan publik 

melalui media Youtube. Contoh kegiatan yaitu berupa webinar kajian dan edukasi. 
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Tabel 2  

Pemetaan Struktur Media Sosial Pemerintah Daerah 

Media Sosial 
One-to-Many One-to-One Many-to-Many 

N % N % N % 

Facebook 27 100 0 0 0 0 

Twitter 25 100 0 0 0 0 

Instagram 28 100 0 0 2 7.1 

Youtube 19 100 0 0 4 21.1 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil observasi terhadap 38 akun Pemerintah Daerah, khususnya 

Pemerintah Provinsi, di empat media sosial (Facebook, X/Twitter, Instagram, dan Youtube), 

struktur keterlibatan publik masih dominan pada model komunikasi one-to-many. Pemerintah 

Daerah secara aktif terlibat dalam pemberian informasi satu arah seperti informasi acara, 

himbauan, pengetahuan umum, maupun pelaporan kinerja dan keuangan. Meskipun publik 

memberikan komentar atau tanggapan, tidak ada akun yang menunjukkan respons terhadap 

hal tersebut. Di sisi lain, meskipun beberapa akun membuka diskusi publik (mode many-to-

many), topik yang diangkat masih terbatas pada diskusi informasi umum dan bukan yang 

berkaitan dengan kinerja atau tata kelola pemerintah itu sendiri. Dengan demikian, 

mekanisme transformasi informasi dari masyarakat sebagai masukan untuk pemerintah dalam 

menjalankan program dan kegiatannya belum dapat diidentifikasi. Pemerintah Daerah di 

Indonesia mengadopsi media sosial karena meniru (tekanan mimetik) pemerintah lain yang 

juga menggunakan media sosial sebagai media praktik akuntabilitas dan transparansi publik. 

Pemerintah daerah belum memanfaatkan media sosial untuk mengumpulkan umpan balik dan 

merespons masalah publik untuk membangun legitimasi (tekanan normatif). 

Mergel (2017) menyoroti bahwa sangat sedikit organisasi pemerintah yang bersedia 

memberikan tanggapan langsung terhadap warganya. Pemerintah mempertimbangkan 

manfaat meluangkan waktu untuk satu warga negara atau meluangkan waktu untuk 

menyusun respons umum yang tersedia bagi semua warga negara. Salah satu alasannya yaitu, 

sering kali pengelolaan media sosial diserahkan kepada pihak ketiga yang tidak memiliki 

kapasitas dan wewenang untuk memberikan respons terhadap komentar maupun pertanyaan 

individu. Di sisi lain, diseminasi informasi oleh pemerintah daerah biasanya bersifat 

tradisional dan kaku. Hal ini menjadi kurang cocok untuk diterapkan di media sosial yang 

memiliki karakteristik sangat fleksibel. Ketika tidak ada respons dari pemerintah, publik akan 

merasa tidak terlibat dalam pemerintahan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa media 

sosial pemerintah daerah belum dimanfaatkan secara optimal. Keterlibatan masyarakat yang 

masih minim menunjukkan proses akuntabilitas horizontal belum berjalan sepenuhnya. 

Publik hanya menjadi penerima informasi akuntabilitas dari pemerintah.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan oleh Abdelsalam et al. (2013), Kuzma 

(2010), dan Al-Aufi et al. (2017). Mansoor (2021) menyatakan bahwa di negara-negara 

berkembang, penggunaan media sosial di tingkat pemerintahan masih pada tahap karena 

mereka kebanyakan menggunakan platform media sosial untuk pembaruan berita atau 

pengumuman penting. Sebaliknya, di sisi lain, masyarakat lebih sering dan rutin 

menggunakan media sosial. Studi oleh Abdelsalam et al. (2013) menyimpulkan bahwa 

Facebook, Twitter, dan YouTube merupakan aplikasi media sosial yang paling banyak 

digunakan oleh instansi pemerintah di Mesir dan sebagian besar digunakan hanya untuk 

menyebarkan informasi, bukan sebagai media interaksi antara pemerintah dan masyarakat. 
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Kuzma (2010) menginvestigasi tingkat partisipasi dari 50 pemerintahan di Asia di tiga 

situs media sosial. Hasil menunjukkan bahwa hanya 30 persen penggunaan media sosial 

ditujukan untuk berkomunikasi dengan warganya. Sebaliknya, media ini lebih banyak 

digunakan untuk menyebarkan informasi (komunikasi satu arah). Sebagian besar pemerintah 

menggunakan media sosial untuk diseminasi informasi, edukasi, dan pariwisata. 

Temuan penelitian Al-Aufi et al. (2017) atas persepsi dan opini masyarakat Omani 

dalam penggunaan media sosial oleh pemerintah, mengindikasikan tingkat persetujuan netral 

yang berarti bahwa terdapat tingkat ambiguitas/ketidakpastian responden terhadap 

penggunaan media sosial secara partisipatif antara pemerintah dan warga negara. Dapat 

dikatakan bahwa meskipun penggunaan media sosial di kalangan masyarakat meningkat 

secara alami, pemerintah Arab gagal memanfaatkan sepenuhnya media sosial dan melibatkan 

masyarakat untuk merancang dan memberikan layanan yang lebih efisien dan kolaboratif. 

Di sisi lain, akun media sosial pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada akun milik 

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, atau Pemerintah Kabupaten saja. Masing-masing unit-

unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara lainnya pada umumnya 

memiliki akun media sosial sendiri. Informasi yang diberikan juga berkaitan dengan lingkup 

kerja masing-masing instansi. Warga umumnya hanya mengikuti akun media sosial yang 

paling interaktif dan yang memberikan informasi yang bermanfaat dan berhubungan dengan 

mereka secara langsung.  

Sebagai tambahan, media sosial seperti Instagram dan X/Twitter memiliki fitur direct 

message atau mengirim pesan secara pribadi, DM alias Direct Message adalah pesan 

langsung yang dikirimkan seseorang ke orang lain. DM tidak bisa dibaca orang lain selain 

orang yang dikirimkan pesannya. Dengan demikian, interaksi melalui fitur ini tidak dapat 

diidentifikasi oleh peneliti. 

Selain itu, banyak di antara profil akun media sosial yang mengatasnamakan instansi 

pemerintah sebenarnya bukan akun resmi instansi yang bersangkutan, melainkan akun 

individu pegawai atau pihak yang berafiliasi dengan instansi tersebut. Apabila penggunaan 

media sosial yang mengatasnamakan instansi pemerintah tidak disertai aturan dan 

pengendalian yang tegas dan mengikat serta pengelolaan yang profesional, hal ini dapat 

menimbulkan pesan yang tidak jelas dan kebingungan masyarakat sehingga berdampak 

negatif bagi instansi yang bersangkutan, pada khususnya, dan pemerintah pada umumnya.  

Media sosial diharapkan dapat mendorong partisipasi publik dalam kegiatan 

pemerintah. Idealnya, informasi publik baik berupa komentar atau tanggapan publik terhadap 

proses tata kelola pemerintahan akan ditarik dan diolah untuk memberikan perbaikan 

terhadap organisasi. Vigoda (2002) menyatakan bahwa tingkat respons yang lebih tinggi akan 

menghasilkan lebih banyak kolaborasi antara pemerintah dan warga negara. 

Transformasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang mana masyarakat tidak 

lagi menjadi konsumen layanan pemerintah namun menjadi penghasil bersama (co-producer) 

dan kolaborator dalam pembangunan berkelanjutan dan pengambilan keputusan (Al-Aufi et 

al., 2017). Unit-unit pemerintahan dapat menerima umpan balik penting dari masyarakat 

mengenai isu-isu publik, karena masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan 

apa yang berhasil dan apa yang tidak. 

 

 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN  

Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model komunikasi pemerintah daerah 

di empat media sosial yang dapat dikategorikan menjadi tiga struktur yaitu one-to-many; one-

to-one, dan many-to-many. Temuan menunjukkan bahwa struktur keterlibatan publik masih 
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dominan pada model komunikasi one-to-many dan media sosial pemerintah daerah belum 

dimanfaatkan sepenuhnya secara efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa akuntabilitas 

horizontal belum sepenuhnya berjalan. 

 

Implikasi  

Temuan penelitian ini menyerukan pentingnya memaksimalkan potensi media sosial 

dengan penyusunan kerangka strategis penggunaan media sosial oleh pemerintah. Temuan ini 

memberikan wawasan bagi pemerintah yang perlu mengembangkan strategi media sosial 

untuk mendorong tata kelola yang lebih kolaboratif dan interaktif. Partisipasi dan interaksi 

media sosial dapat mendukung penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang baik. 

Hasil dari studi ini dapat memotivasi pengambil kebijakan untuk menerapkan panduan 

strategis untuk penggunaan media sosial yang efisien dan efektif. 

 

Keterbatasan 

Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini masih terbatas pada media sosial 

Pemerintah Provinsi. Selain itu mode keterlibatan (engagement) masyarakat dalam media 

sosial pemerintah daerah yang diamati yaitu struktur media sosial berdasarkan mode 

komunikasi saja, sehingga analisis yang disusun belum mendalam untuk menunjukkan proses 

transisi akuntabilitas pemerintah daerah di era digital. 

 

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya  
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi peran media sosial pemerintah daerah 

dalam proses akuntabilitas publik dari sudut pandang internal atau pemerintah itu sendiri, 

juga dari perspektif pengguna yaitu publik atau masyarakat sebagai penerima layanan. 

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan yang lebih dalam seperti survei dan 

wawancara untuk memahami lebih dalam proses akuntabilitas publik di era digital. Selain itu, 

peneliti perlu menginvestigasi persepsi dan opini masyarakat terhadap penggunaan media 

sosial oleh pemerintah. 
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